SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA DAN MAHASISWA

Menimbang:

Mengingat :

BERPRESTASI DAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

a. bahwa untuk menjamin pemberian beasiswa agar terlaksana

secara transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan
demokratis berasaskan persamaan, pemerataan, dan
berkeadilan, diperlukan pedoman yang menjadi acuan dalam
rangka pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa,;

.bahwa dengan adanya pergeseran pengelola anggaran

bantuan pendidikan, penambahan kreteria dan persyaratan
penerima beasiswa, maka Peraturan Bupati Nomor 55
Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi
Siswa Dan Mahasiswa Berprestasi Dan Dari Keluarga Tidak
Mampu perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau
Morotai Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian
Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Dan Dari
Keluarga Tidak Mampu.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4937);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran
Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3485);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);
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Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun
2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pulau Morotai Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun
2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02
Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun
2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018
Nomor 32);

Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun
di Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten
Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 18);

Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 55 tahun 2019
tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan
Mahasiswa Berprestasi Dan Dari Keluarga Tidak Mampu
(Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor
55);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI
SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI DAN DARI
KELUARGA TIDAK MAMPU.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Dari

Keluarga Tidak Mampu (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2019 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

(1) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat
(3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
(3) Untuk Mahasiswa calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), harus terdaftar di Universitas Negeri dan

dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kampus.

(2) Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 6 ditambah 2 (dua)
ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
(5) Pengajuan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
(6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

(3) Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A
Apabila tahapan prosedur pengajuan bantuan pendidikan terpenuhi,
Kepala Dikbud membuat disposisi surat ditujukan kepada Kepala Bagian
Kesra Sekretariat Daerah untuk diproses selanjutnya dengan penetapan
surat Keputusan Bupati pada Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat

Daerah.



4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11
(1) Dinas Dikbud bertanggungjawab dalam pengawasan penerimaan
seleksi penerima bantuan pendidikan.
(2) Bagian Kesra dan Perekonomian Sekretariat daerah sebagai pengelola
anggaran bantuan pendidikan bertanggungjawab dalam pengelolaan
bantuan dana pendidikan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau

Morotai.

Ditetapkan di Pulau Morotai
pada tanggal 07 Januari 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd
BENNY LAOS

Diundangkan di Pulau Morotai
pada tanggal 08 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 03

Satinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALABAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAINMAN BASRI, SH
NiP-197606062011011003




